PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 6/11/PBI/2004
TENTANG
SUKU BUNGA PENJAMINAN SIMPANAN PIHAK KETIGA
DAN PASAR UANG ANTAR BANK

GUBERNUR BANK INDONESIA

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung program penjaminan
pemerintah diperlukan penetapan jaminan terhadap kewajiban
pembayaran bank umum;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter khususnya
kebijakan suku bunga diperlukan upaya penyelarasan struktur
suku bunga melalui penyesuaian terhadap dasar perhitungan
penetapan maksimum suku bunga penjaminan pihak ketiga
dalam Rupiah maupun valuta asing;

c. bahwa sehubungan dengan ha tersebut perlu dilakukan
penyempurnaan ketentuan maksimum suku bunga simpanan
pihak ketiga dalam Rupiah maupun valuta asing sebagaimana
diatur dalam Surat Keputusan Direks Bank Indonesia Nomor
31/32/KEP/DIR tangga 29 Mei 1998 Tentang Penjaminan Atas
Simpanan Pihak Ketiga Dan Pasar Uang Antar Bank
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia
Nomor 3/5/PBI/2001 tanggal 22 Maret 2001 tentang Perubahan

Surat ...



Mengingat :

Menetapkan :
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2.
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Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/32/KEP/DIR
tanggal 29 Me 1998 Tentang Penjaminan Atas Simpanan Pihak
Ketiga Dan Pasar Uang Antar Bank.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31;
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182;
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66;
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan
atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor
4357);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG SUKU BUNGA
PENJAMINAN SIMPANAN PIHAK KETIGA DAN PASAR
UANG ANTAR BANK.

BABI ...



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1

Bank adalah Bank Umum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang berbadan hukum Indonesia dan
menjadi peserta program penjaminan ;

Simpanan Pihak Ketiga adalah dana dalam Rupiah dan valuta asing yang
dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank dalam bentuk giro, deposito,
sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
Pasar Uang Antar Bank, yang selanjutnya disebut PUAB adalah kegiatan pinjam
meminjam dana antara satu Bank dengan Bank lainnya;

Sertifikat Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga
daam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai
pengakuan utang berjangka waktu pendek;

Bank-bank anggota Jakarta Inter Bank Offered Rate yang selanjutnya disebut
JBOR adalah bank-bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang menjadi
acuan dalam menetapkan suku bunga JJ BOR.

Marjin adalah angka tertentu yang dinyatakan dalam basis point;
Basis point adalah angka satuan dengan nilai 1 (satu) basis point sama dengan

satu per seratus.




BAB Il
PENJAMINAN ATAS SIMPANAN PIHAK KETIGA
Pasal 2

(1) Dalam rangka Program Penjaminan, Pemerintah hanya menjamin Simpanan
Pihak Ketiga yang diterima dengan suku bunga yang tidak lebih tinggi dari batas
maksimum suku bunga yang ditetapkan.

(2) Dalam ha Simpanan Pihak Ketiga berupa valuta asing Non-US Dollar maka
simpanan Non-US Dollar tersebut baik pokok maupun bunganya dikonversikan
terlebih dahulu kedalam US Dollar dengan kurs rata-rata pasar pada hari
pembayaran sampai dengan pukul 12.00 WIB yang dihitung (quote) oleh Bank
Indonesia

(3Maksmum suku bunga Simpanan Pihak Ketiga dalam Rupiah yang dijamin
Pemerintah ditetapkan sebesar rata-rata tertimbang tingkat diskonto SBI jangka
waktu 3 (tiga) bulan pada lelang terakhir ditambah atau dikurangi Marjin

tertentu.

(4) Maksimum suku bunga Simpanan Pihak Ketiga dalam valuta asing US Dollar
yang dijamin Pemerintah ditetapkan sebesar rata-rata suku bunga deposito dalam
valuta asing US Dollar dari bank-bank anggota JBOR yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia menurut jangka waktu tertentu ditambah atau dikurangi Marjin

tertentu.

(5) Maksimum suku bunga Simpanan Pihak Ketiga dalam valuta asing Non-US
Dollar yang dijamin Pemerintah ditetapkan setinggi-tingginya adalah sebesar

maksimum ...
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maksimum suku bunga Simpanan Pihak Ketiga dalam valuta asing US Dollar
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

(6) Dalam hal Bank memberikan suku bunga untuk simpanan valuta asing Non-US
Dollar yang lebih tinggi dari batas maksmum bunga yang ditetapkan untuk
simpanan valuta asing US Dollar sebagaimana diatur pada ayat (4) maka
Pemerintah hanya menjamin sebesar pokok simpanan ditambah bunga sesuai

suku bunga maksimum yang ditetapkan untuk simpanan valutaasing US Dallar.

Pasal 3
Marjin tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ditetapkan dalam Surat Edaran

Bank Indonesia.

Pasal 4
(1) Perubahan Marjin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) dapat
disesuaikan dari waktu ke waktu oleh Bank Indonesia.
(2) Perubahan Marjin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut
dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 5
(1) Maksimum suku bunga Simpanan Pihak Ketiga dalam Rupiah dan valuta asing

yang dijamin Pemerintah akan diumumkan secara rutin setiap bulan oleh Bank
Indonesia pada 2 (dua) hari kerja sebelum awal bulan periode penjaminan
berlaku dan berlaku selama 1 (satu) bulan.

(2) Dalam ...
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(2) Daam ha dipandang perlu, Bank Indonesia dapat membuat pengumuman
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada hari lainnya.
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diketahui melalui
Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU).

Pasal 6

(1) Bank wajib memasang pengumuman di tempat pelayanan nasabah atau tempat-
tempat yang dengan mudah dapat dilihat oleh para nasabah di setiap kantornya
mengenal suku bunga atas Simpanan Pihak Ketiga yang diterima Bank.

(2) Bagi Bank yang menetapkan suku bunga Simpanan Pihak Ketiga yang berbeda-
beda untuk jumlah simpanan sampa batas-batas tertentu (multiple deposit
rates) wajib mengumumkan pula seluruh suku bunga tersebut dengan ketentuan
suku bunga tertinggi yang ditawarkan tetap tidak boleh melampaui batas
maksimum suku bunga yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (3) dan (4).

(3) Bank wajib memasang pengumuman mengenai suku bunga maksmum yang
diumumkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di
tempat yang berdekatan dengan pengumuman atau pada papan pengumuman
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas.

(4) Khusus bagi Bank yang ikut serta dalam Program Jaminan Pemerintah terhadap
kewgjiban pembayaran bank umum, wajib memasang pengumuman yang

berbunyi sebagai berikut:

PENGUMUMAN ...
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PENGUMUMAN

Bank Indonesia dan Menteri Keuangan dengan ini mengumumkan bahwa simpanan

nasabah baik dalam Rupiah maupun valuta asing US Dollar pada Bank umum

dengan suku bunga yang lebih tinggi dari suku bunga maksimum yang diumumkan

oleh Bank Indonesia untuk masing-masing jangka waktu, tidak disediakan jaminan

Pemerintah untuk keseluruhan jumlah nominal dan bunga simpanan tersebui.

D)

(2)

©)

(4)

BAB IlI
PENJAMINAN ATAS PASAR UANG ANTAR BANK
Pasal 7
Bank dapat menetapkan sendiri suku bunga PUAB berdasarkan suku bunga

pasar.
Dalam rangka Program Penjaminan, bagi Bank yang memberikan suku bunga
PUAB lebih tinggi dari batas maksimum suku bunga yang ditetapkan,
Pemerintah hanya menjamin PUAB sebesar pokok pinjaman ditambah bunga

sesuai suku bunga maksimum yang ditetapkan.

Maksimum suku bunga PUAB dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) ditetapkan sebesar rata-rata tertimbang suku bunga PUAB overnight
dalam Rupiah dari bank-bank anggota JBOR yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia selama 1 (satu) bulan sebelumnya.

Maksimum suku bunga PUAB overnight dalam valuta asing US Dollar
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sebesar rata-rata tertimbang
suku bunga PUAB dalam valuta asing US Dollar dari bank-bank anggota
JBOR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.



Pasal 8
(1) Maksimum suku bunga PUAB dalam Rupiah dan valuta asing US Dollar yang

dijamin Pemerintah akan diumumkan secara rutin setigp bulan oleh Bank
Indonesia pada 2 (dua) hari kerja sebelum awal bulan periode penjaminan
berlaku dan berlaku selama 1 (satu) bulan.

(2) Dalam hal dipandang perlu, Bank Indonesia dapat membuat pengumuman
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada hari lainnya.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diketahui melalui
Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU).

BAB IV
PENUTUP
Pasal 9
Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesiaini, maka:

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/32/KEP/DIR tanggal 29 Mei
1998 tentang Penjaminan Atas Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar
Bank,

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/5/PBI/2001 tanggal 22 Maret 2001 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/32/KEP/DIR
tanggal 29 Me 1998 Tentang Penjaminan Atas Simpanan Pihak Ketiga Dan

Pasar Uang Antar Bank,

dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 10

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam

Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 11

Peraturan Bank Indonesiaini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Padatanggal 12 April 2004

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 39
DPM



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 6/11/PBI/2004
TENTANG
SUKU BUNGA PENJAMINAN SIMPANAN PIHAK KETIGA
DAN PASAR UANG ANTAR BANK

. UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia dan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor
84/KMK.06/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Perubahan atas Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.017/2000 tentang Syarat, Tata Cara dan
Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran
Bank Umum maka pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah sepenuhnya
dilaksanakan oleh Pemerintah.

Dengan diakhirinya tugas dan dibubarkannya Badan Penyehatan Perbankan
Nasional sebagai maka sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap
Kewagjiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2004 tangga 27 Februari 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan
Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Program Penjaminan

Pemerintah ...
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Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum yang semula dilaksanakan
oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasiona selanjutnya dialihkan kepada Menteri

Keuangan.

Namun demikian dalam ha penetapan maksimum suku bunga Simpanan
Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank yang dijamin oleh Pemerintah sampai saat
ini masih dilaksanakan olen Bank Indonesia Hal ini dilakukan dengan
pertimbangan bahwa penetapan maksimum suku bunga penjaminan tersebut sampai
saat ini merupakan kebijakan yang dapat mempengaruhi kegiatan moneter.

Daam rangka pelaksanaan kebijakan moneter khususnya kebijakan suku
bunga diperlukan upaya penyelarasan struktur suku bunga melalui penyesuaian
terhadap dasar perhitungan penetapan maksmum suku bunga penjaminan pihak

ketiga dan pasar uang antar bank dalam Rupiah maupun valuta asing.

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Avyat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...



Ayat (4)
Cukup jelas.
Avyat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Pengumuman melalui Pusat Informasi Pasar Uang dilakukan selambat-
lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum awa bulan untuk memberikan

kesempatan kepada Bank dalam menyebarkan informasi maksimum suku

bunga Simpanan Pihak K etiga kepada seluruh cabang-cabangnya.

Ayat (2)...



Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Avyat (3)

Cukup jelas.
Avyat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)...



Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4383
DPM



